| / /5 -0y
LADODAN DENELITIAN ?
'y

PERBANDINGAN ANTARA
ETIKA KEUTAMAAN DAN ETIKA KEWAIIBAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

AR

STELIA - 13 pEC 2001

E;“ ENTARISAC] O
owm m ﬁﬁ%ﬁ;ﬁ;ﬂm

} (

Hyronimus Rhit, 5H LLM
Dosgn FakulPas Hukum
Universibas Abma Jaya Yogyakarta

DIBIAYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2000/2001

! - PERPUSTAEY a A M ﬁ‘
PR
i ! A TR : NS {

LAV RBIEAL AL e
YOGYAKARTA

R o




IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a.Judul

b. Macam Penelitian

c. Kategori Penelitian o

2. Kepala Proyek Penelitian
a. Nama
b. Jenis Kelamin
c. Pangkat/Golongan
d. Jabatan Fungsional
Fakultas
f. Universitas
g. Bidang Keahlian
3. Jumlah anggota Pelaksana:
4. Jangka Waktu Penelitian
5. Biaya yang diperlukan

Menyetujui,

Peméf'méﬁﬂi ‘

P2

Drs. Paulinus Soge, SH. MS.

Mengetahui

- : PERBANDINGAN ANTARA ETIKA KEUTAMAAN DAN

ETIKA KEWAJIBAN DALAM  PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

fPerclehr omn protrbeaan

z.

: Hyronimus Rhiti, SH. LLM.
: Laki-laki

: Penata Muda Tk. I/IIl b

: Asisten Ahli

: Hukum

:Atmal aya Yogyakarta

: Ilmu Hukum

1 (satu) orang

: 3 (tiga) bulan
: Rp 750.000

Yogyakarta, November 2001

Pelaksana,

h

" Ch-Evigtami Mediastika, ST. Ph.D.

.

.
e -

il



KETERANGAN PENILAJAN HASIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

97': WMJ Spce , rH. 12 Meews

Nama : S

Jabatan Akademik ,L Won /G:e .
m / -C.,
Pangkat/golongan Pz M6,M M

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul : PERBANDINGAN ANTARA
ETIKA KEUTAMAAN DAN ETIKA KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA, dilakukan oleh :

Hyronimus Rhiti, SH. LLM., Dosen Fakultas Hukum UAJY

Setelah diadakan pembimbingan, saya nyatakan telah selesai dengan hasil penilaian sebagai
berikut :

1. Aspek Materi dan Analisisnya : sangatBaik / baik / sedafig / qukeup
2. Aspek Metodologi Penelitian : sangataik / baik / sedang / culeap
3. Aspek Format Penulisan : sangatBaik / baik / sedemg / culeap

Demikian keterangan .ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Desember 2001

Pembimbing Penelitian,

\

P

Drs. Paulinus Soge, SH. MS.

il



PRAKATA

Laporan penelitian ini merupakan sebuah pekerjaan yang sudah sangat lama tertunda
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BAB 1

PENDAHULUAN

A T.atar Belakang

Seperti diketahw, bahwa upaya pelestarian kema_l_hpuanlingkungan hidup
dan pelestarian lingkungan ansich dapat dilakukan melalui berbagai sarana,
antara lain melalui hukum, teknologi dan ekonomi. Sarana-sarana itu tidak
berdirt sendir, melainkan secara integral dan interdisipliner dapat bekeria
sama untuk saty tujuan yaity pelestarian dan perlindungan lingkungan hidu
Alasan ekologisnya ialah karena semua berdiri di atas basis yang sama yaitu:
Lingkungan Hidup. Tanpa iingkungan hidup — atau tanpa lingkungan hidup
yaig baix dan sehat - sulit dibayangkan adanva perkembangan yang sehat dari
hukum, kemanfaatan teknologi dan keberdavaan ekonomi. Dengan kata lain,
kualitas hidup (lebens-quaditit) yang hendak dicapai oleh substansi masing-
masing sarana itu tidak pernah akan terwujud, jika lingkungan hidup sendiri
mengalami kehancuran (Kioepfer, 1989 : 4).

Meskipun ada kerja sama teknis dan ilmiah antafa sarana-sarana di atas,
belum dapat dikatakan bahhwa dengan sendirinya semua masalah lingkungan
akan dapat diatasi. Masalah iingkungan hidup bersifat multi dimensional dan
terlalu rumit untuk dipecatikan hanya dengan sarana-sarana teknologi, hukum
dan ekonomi itu saja. Masih dibutuhkan sararna-sarana lain seperti politik,
agama, etika dan seterusnya. Dengan politik, arah kebijaksanaan dan langkah-
langkah pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pembuatan peraturan

perundangannya ditentukan. Melalul ajaran agama manusia disadarkan akan



pentingnya lingkungan hidup sebagai anugerah dari Tvhan yang periu dijaga
dan dengan etika, tingkah laku orang dikendalikan “dari dalam™ agar
senantiasa merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya.

Dalam tulisan im akan disoroti khusus tentang efika. Dalam hal ini etika

yang dimaksud adalah efika lingkungan hidup (selanjutnya disebut etika

lingkungan). la adalah sebuah bidang vang sering luput dari perhatian, dan
dianggap sebagai “ketinggalan jaman” dala hal menetapkan norma. Secara

1
politis, etika lingkungan dianggap sebagai suatu perangkat “lunak”. Karena itu
orang lebih mengandalkan alat-alat yang “lebih keras” berupa tpsentif atau
tekanan ekonomis, pedoman teknis vang diwajibkan atas perintah, dan arahan

1

serta kekangan hukum casu quo undang-undang (Bernhard Giaeser, 1989;

Padahal etika sebenarnya tidak dapat dihindari atau diabaikan begitu saja.
yang membimbing perilaku poiesis individual dan sostal terhadap alam dan
Iingkungan hidupnya. Artinya, dasar ctika 1n1 adalah tindakan yang ditujukan
kepada alam dan lingkungan (E. Dussel, 1980: 101). Dan sebagai sebuah
cabang filsafat, etika adalah landasan rasional bagi tuntutan akan perlindungan
lingkungan. Aspek lingkungan ini bukan hanya sekedar menyangkut bidang
ekologi, melainkan juga menyangkut etika. Sebagaimana ekologi, etika tidak
bersifat final. Artinya, ia masih periu dicar, dan mempunyai kemungkinan

terbuka untuk perubahan dan kritik.

o



B. Perumusan Masalak

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka permasalahan di daiam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Apakah sifat Etika ingkungan hidup di Indonesia dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup 77



BAB Ii

TINJAUAN PUSTAKA

Uraian teoretis dalam tulisan ini adalah usaha untuk mencari dan
memahami etika lingkungan, bukan rumusan-rumusan yang telah jadi dan
mapari. Karena itu, masih terbuka kemungkinan untuk koreksi dan
penyempurnaan.
A. Etika dan Moral

Etika sering dikatakan sebagai pemikiran filosofis tentang apa yang
diaangap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu

tanggung jawab. Disebut sebagal pemikiran filosofis karena secara historis

etika berkembang scjalan dengan perkembangan filsafat. Dalam filsafat

Yunani, etika bersumber dari spekuasi tentang kehidupan yang baik yang
disistematisasikan ke dalam bagian filsafat dan disebut sebagai efika. Kata 1tu

¢y 1o,

menunjuk pada “kebiasaan-kebiasaan “(cusioms), yaitu kebiasaan dalam arli
ide tentang yang baik dan yang buruk tentang manusia (Austin Fagothey,
1953: 18, 36). Dalam perkembangan selanjutnya, etika dianggap scbagai
bagian dari filsafat atau yang biasa disebut sebagai : “filsafat etﬂca

Pengertian etika kemudian berkembang dan sering dikacaukan dengan

nengertian moral Hal mi dapat dimengerts karena etika dide

iimu i ';5 wEiinieiiz eiivdily RLOuOIAGE

moral itu sendiri adalah keseluruhan aturan, kaedah atau hukum yang
mengambil bentuk amar dan larangan (H. De Vos, 1987: 1,3). Maka dari sini

dapat juga dikatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang
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boleh, apa vang tidak boleh dan apa yang wajib diperbuat 7 Sedangkan etika
menjawab perianyaan “bagaimana pertanyaan moral tersebut dapat dijawab”.
Maka ectika disini tide® mengajarkan apa yang wajib dilakukan orang,

melainkan bagaimana pertanyaan itu dapat dijawab secara rasional dan
ertanggung jawab (Magnis-Suseno, 1991 : 10). Tetapi walaupun per definisi
etika berbeda dengan ajaran moral, namun itu tidak berarii bahwa ajaran

moral itu sendiri lebih rendah kedudukannya dan pada etika. Justeru etika

berkembang karena substansinya adalah ajaran moral. Tanpa pertanvaan dari
ajaran moral, tidak ada pertanyaan yang dapat dijawab oleh etika.

Ajaran moral mengatur perilaku manusia dan  inasyarakat  Ada
kewajiban dan darma yang ditanamkan oleh moral (kesusilaan) 1tu yang harus
dilakukan manusia. Ada pula unsur kebebasan dan ketidakbebasan dalam
moral itu. Maksudnya, orang tidak boleh berbuat bebas semaunya sendiri, dan
bebas semaunya untuk tidak berbuat apapun, melainkan berbuat atau tidak
berbuat sesuatu berdasarkan kebebasan yang ditetapkan aturan moral bagi
perilakunya. Dalam bidang lingkungan hidup misalnya, orang harus berbuat
sesuatu: merawat, melestarikan dan mengelolanya sesuai dengan tanggung

jawab moralnya. Kebebasan tidak boleh dipergunakan untuk merusak

lingkungan hidup, dan iapun tidak boleh bebas untuk tidak berbuat sesuatu
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acam etika, yaitu etika keutamacn dan etika kewajiban.

Dalam mencari dan memahami etika lingkungan hidup, perlu pula

atau karena akibatnya yang menguntungkan atau lantaran takut pada
penguasa; melainkan karena orang menyadani bahwa hukum itu merupakan
daiam melakukan kewajiban, tetapi juga melakukan kewajiban untuk menaati

kewajiban moral yang mesti dilakukan (bdk, dengan Immanuel Kant, seperti
yang dikutip oleh Lili Tjahjadi, 1991:48). Kebebasan di sini tidak hanya

B. Etika Keutamaan dan Etika Kewajiban
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adalah arefe vyaitu suatu keunggulan atau keberhasilan dalam menjalankan
fungsi khas sesuatu (Aristoteles, 1978: &, 16-20). Berdasarkan etika
Aristoteles ini, maka dalam bidang lingkungan hidup pencinta lingkungan
dikatakan sebagai mempunyal kewfamcan jika i1a mampu memelihara,
mengelola dan melestarikan lingkungan hidupnya dengan baik. Teknik atau
alat pencegahan pencemaran mempunyai “wréfe jika dapat bekerja dengan
semestinya dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran. Bahkan dalam
hal ini hukum lingkungan atau peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup dikatakan mempunyai arete jika dapat berfungsi dengan

baik dalam penegakannya.

Sebagaimana  keutamaan  pencinta  lingkungan  terletak  pada
kemampuannya dalam menjalankan fungsinya sebagai pencinta lingkungan
dengan baik, alat dan hukwin bLerfungsi sebagaimana mestinya, maka
keutamaan manusi2a Sebaga: manusia terlefak pada kemampuan atau

kesuksesannya dalam menjalankan fungst khas kemanusiaan. Menurut
Arnistoteles, fungs: khas 1mi terietak pada kegiatan akal budimya. Dengan
pertimbangan dan keputusan akal budi ini, maka manusia dapat mencapai

kebijaksanaan yvang mengarahkannya untuk mencapai tujuan akhimya vaitu
kebahagiaan (eudaimonia) {Arnistoteles, 1978 13-29). Dengan demikian
manusia yang menggunakan akal budinya dalam memperlakukan lingkungan
hidupnya adalah manusia yang biiaksana, yang akan menuntunnya kepada
kebahagiaan (ezﬁﬁz‘monéa anthropine). Hidup bahagia menurut Aristoteles ialah

hidup menurut keutamaan dan hidup berkeutamaan itu terdin dart usaha tak
p f



henti-hentinya untuk mewujudkan kemungkinas-kemungkinan manusiawi
kita vaitu “bakat rasional” kita (P.A van der Weij, 1988: 39).
Filsafat etika Aristoteles itu barangkali sulit dipahami atau dijaks
g p anakan,

kecuali oleh Aristotcles sendin. Alasannya ialah rasio vang dimaksud oleh

>
&)
&
et
[oN
e+
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(9]

s adalah sesuatu “yang bersifat ilahi” yang ada dalam diri manusia
yang aktivitasnva bersifat kotemplatif dan mesti dijalankan seumur hidup. Ini
pula yang disebutnya sebagat keutamaan. Kehidupan rasional semacam ini
adalah sesuatu yang bersifat adi-manusiawi dan hanya menjadi mungkin
ejauh ada “yvang ilahi dalam din manusia itu”. Dengan kata lain, hidup seperti
itu menurut dia adalah hidup serupa dengan Tuhan (van der wei, 1988: 39).
Tampaknya inilah yang sulit dialankan oleh manusia Dbiasa saat in
khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Merusak atau mencemarkan
lingkungan hidup adalah perbuatan vang tidak dikehendaki oleh Tuhawn,
karena Tuhan sendin bukan pencemar atau perusak lingkungan hidup,
melainkan Pencipta dan Ta Maha memelihara. Karena itu manusia pu
turut memeliharanya karena lingkungan hidup adalah suatu “bentuk kesadaran
manusia akan Tuhan yang mencipta dan pemeliharaan oleh manusia {(Alex
Seran & Embu Henriques, 1992: 65-80).

Selain itu, keutamaan menurut Aristoteles terletak pada perwujudan
seluruh bakat-bakat yang paiing baik dalam din manusia, yang menjadikan
manusia sungguh-sungguh manusia atau manusia dalam arti yang sepenuh-

penuhnya, tanpa hubungan dan atau bantuan dari Tuhan. Humanisme duniawi

ini cukup membingungkan karena di satu pihak berkeutamaan serupa dengan



Tuhan karena semuanya adalah hasil dari usaha sendiri (J. Re hmke, 1959: 56-
1/b€Mﬁ/ cf//:i/’mé /ﬂm Cﬂ”’/:ﬂ /”Méwﬂjr’ﬂf) c/&’i"?jc.?z/; 7&1/7ﬁh
Dalam rangka mencari suatu etika keutamaan bidang lingkungan hidup
saat ini, manusia tidak hanys dituntut untuk mencurakkan hidup rasional
melalui bakat-bakat yang ada padany2, melainkan juga secara spiritual
mempunyai keutamaan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Keutamaan ini
bertujuan untuk menghindari manusia darn stkap dan pendekatan terhadap
lingkungan hidup vang bersifat matenialistik semata-mata. Etika Aristoteles
dalam hal ini dapat menjadi referensi sejauh manusia harus mempunyai
keunggulan atau keutamaan yaitu dalam melaksanakan fungsinya dengan
baik, sepertt yang disebutkan di atas. Namun hal ini perlu ditunjang dengan
dimenst spiritual manusia, vaitu usaha menjalankan fungsi manusiawi
(berfungsi bagi lingkungan hidup dan membusnt lingkungan hidup berfungsi
dengan baik) dan dengan mengadakan relasi dengan Tuhan penciptanva
(Pierre Leroy, 1966: 13-42)

2. BEtika Kewajiban

/aiiban biasanya disebut juga sebagai etika peraturan, yaitu etika
yang mengacu pada kewajiban moral yang mengikat manusia éecaxa mutlak.
Pada etika ini batk buruknya perilaku, atau benar salahnya suatu tindakan
secara moral, diukur dari sesuai tidaknya prinsip atau aturan moral yang wajib
dipatuhi tanpa syarat. Maka, etika ini disebut juga etika deontologis, seperti
yang dianuti oleh Immanuel Kant, yaitu filsafat moral yang mengajarkan

bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan itu sejalan dengan tugas dan



kewajiban vyang reicvan untuknya, tfanpa perlu mengetahui atau
memperhatikan akibat dan tindakan itu.

Kalau pada etika keutamaan fokus perhatian ditekankan pada kualitas
watak atau mutu pribadi manusia sebagal pelaku moral, maka pada etika
kewajiban ini fokus perhatiannys diletakkan pada ajaran atau prinsip-prinsip

moral tindakan ( }. Sudarminta, Basis 1991:163 ). Etika ini berhubungan

o 55 o1 1 ot il 1 el 1% } Fonn
dengan pernyataan © “apa yang harus atau wajib dilakukan, yang boleh atau

tidak boleh dilakukan”. Untuk 1ty pengetahuan atau pengenalan akan ajaran-
ajaran moral sangat bermanfaat untuk ettka kewajiban ini. Dalam bidang

4 1 x

hingkungan hidup dapat diberikan contoh etika kewajiban: “jangan

mencemarkan sungal”, “peliharalah hingkungan hidup”, “taatiiah peraturan:
tidak boleh membuang iimbah mel ketentuan Baku Mutu Lingkungan
dan seterusnya.

Etika kewajiban ini {ebth menekankan pa

kewajiban i adalah sesuatu yang bersiat imperatif kategoris. Dengan
demikian jika orang ingin menilai tindakannya dari sudut moral, maka orang
harus mengetahui apakah tndakan 1tu demn untuk kewajpiban atau bukan
Menurut Kant, tindakan seseorang adalah baik menurut ajaran moral bukan
karena tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pada
paham etika keutamaan, melainkan dilakukan demi untuk memenuhi
kewajiban semata-mata. Pada contoh prinsip “moral lingkungan™ di atas,

orang mentaatinya ( tidak mencemarkan, melestarikan lingkungan, mentaati -

peraturan) adalah demi kewajiban semata-mata, tanpa ada maksud lain

10



Sampai disini etika kewajiban Kantiaisme itu mungkin dapat diterapkan pada
bidang lingkungan hidup. Namun yang sulit adalah usaha untuk mengetahu
motivasi apa yang mendorong orang melakukan kewajiban itu, karena boleh
jadi orang melakukan kewajibannya supaya mondapat hadiah, bukan karena

kewajibannya.

emang Kant membedakan antara demi kewajiban dan sesuai dengan

kewajiban (T. Valentiner, 1965: 34). Menurut dia “demi kewajiban™ lebih

bermoral darr pada “sesuat kewanban”, Karenma sesuai kewajiban adalah
tindakan yang dilakukan demi kepentingan din sendiri. Misainya orang tidak
mencemarkan sungai vang jauh dari pengawasan (sebenarnya dapat
dilakukannya) adalah  seswai dengan kewajibannva untuk  memeithara
lingkungan hidup. Menurut Kant findakan itu belum mencerminkan perbuatan
vang bernilai moral, kalau tindakan itu dikaitkan dengan tujuan tertentu,

va supaya mendapat penghargaan pemerintah. Sebaliknva tindakan

ity berdimens: moral, jika dilakukan dem kewajiban semata-mata, yaitu
kewajiban memelihara lingkungan hidup, tanpa dikaitkan dengan faktor

n - ~

untung-rugi, penghargaan dan sebagainva. Dalam bidang lingkungan hidup

an di Indonesia, perbedaar
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“dem1” kewajiban cukup sulit untuk ditemukan. Konsep insentif mendorong

orang untuk berlomba-lomba melestarikan lingkungan. Tindakan yang

dilakukan seseorang untuk mendapatkan hadiah Kalpaiaru misalnya, tidak
-

dapat ‘dinilai sebagai “tidak bernilat moral: {(menurut Kant) hanya karena

dilakukan sesuai kewajibannya, dan bukannya demi kewajibannya. Tetapi

11



bagaimanapun tindakan demi kewajiban,

o im s

taiipa

mencerminkan keunggulan perilaku manusia.



BAB iii

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

Bahwa etika merupakan sebuah “perangkat lunak” mengenai perilaku
manusia telah diketahui secara universal. Dalam bidang lingkungan hidup,
artinya sebagail salah satu aspek pembahasan tentang baik dan buruknya
perlilaku secara moral, ettka i1 merupakan pasangan vang tak kalah
pentingnya disamping ketentuan formal hukum atau peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu penelitian ini ingin
“membukitikan” atau sekurang-kurangnyva membertkan semacam gambaran
atau kejelasan tentang arti pentingnya etika iingkungan hidup i

Sebagaimana diketahii bahwa di dalam filsafat etika merupakan bagian

dan pengkajian filosofls yang terus menerus dilakukan. Evka adalah sebuah

cabang filsafat yang khusus membahas kualitas perilaku manusia {Darpt
Darmediharjo, 1995: 7-8) atau merupakan cabang aksiologi vang pada

pokoknva membicarakan predikat-predikat nilai “betul” dan “salah™ dalam
arti “moral dan immoral” (Louis O. Kattsoff, 1989: 349). Dengan demikian,
rang filsafat vang “berhenti”, melainkan ierus-
menerus dibahas dan dikaji scjalan dengan terus-menerusnya manusia
berperilaku dan terus-menerusnya pula penilaian moral terhadap perilaku itu.
Bahkan boleh juga dikatakan bahwa justeru ketika penlaku manusia semakin

lama semakin tidak dapat dipahami, atau ketika ilmu pengetahuan tentang

manusia “berhenti”, atau malahan ketika perangkat-perangkat pengatur

13



perilaku manusia gagal merubah manusia itu sendiri, maka etika sebagai
filsafat tentang ajaran moral “dimulai”, sebagaimana dikatakan oleh Karl
Jaspers, bahwa “filsafat dimulai ketika ilmu pengetahuan berhenu (Harry
Hammersma, 1985: ix). Maka meskipun bukan jawaban final tentang perilak:
manusia, etika dapat dimintai bantuannya, dapat dilihat sebagai sebuah

kemungkinan jawaban.

Demikian pula halnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai sesuate yang bernilai, lingkungan hidup juga tergantung pada
bagaimana sifat atau kualitas perilaku manusia terhadapnya. Semakin baik
perilaku manusia terhadapnya, maka semakin terjaminiah kualitasnya.
Sebatiknya, semakin buruk periiaku manusia, semakin buruk bahkan hancur

pula kualitasnya. Sebagaimana bukan rahasia lag: bahwa dewasa int justeru

ualitas lingkungan telah turun dan kehancuran atau degradasi elologis

emakin menjadi-jadi, vang penyebab paling hakikinya adalah peniaku
manusia. Karena itu kebutuhan akan suatu etika lingkungan menjadi hal vang
niscaya.

Penulis menyadari bahwa tidak gampang pula menetapkan suatu etika
lingkungan hidup. Ada banyak jenis atau sifat etika yang dikenal dalam
berbagai ':';.r.eratur tentang etika, seperti etika keutamaan, kewajiban, deskriptit
dan normati{ (batk vang umum maupun yang khusus). Karena itu penulis

mencoba melakukan semacam penelaahan apakah etika lingkungan hidu

ataukah normatif. Hal ini juga bertolak dari kenyataan bahwa di Indonesia

misalnya, belum pernah jelas tentang etika lingkungan hidup, kecuali di sana-

—
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sint terdengar ucapan tentang perlunya suatu etika lingkungan hidup bagi
perilaku manusia Indonesia dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya
(A. Sony Keraf, Ozon, Desember 1999). Selain itu juga belum pernah jelas
benar tentang keseragaman pemahaman tentang sifat-sifat etika lingkungan
hidup, terutama a:)ahah. keutamaan” ataukah “kewajiban”.

Meka tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara kritis dan
memaparkan tentang apakah etika hingkungan hidup itu, dan apakah sifat-sifat
dan etika lingkungan hidup Indonesia. Disamping itu tujuan penelitian imi
selain mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pandangan dalam atau

tentang etika, juga berusaha untuk melakukan evaluasi kritis tentang kekuatan

atau kelebihan dan kekurangan masing-masin

r
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Hasil penelitian yang diperoleh lebih bersifat kognitif dari pada afektit
Karena itu manfaat atau kegunaan yang lebih dominan dari penelitian ini
adalah memperkaya dan mengembangkan pengetahuan, khususnya ienlang
etika lingkungan hidup. Artinya penelitian ini bukan merupakan penelitian
a’

yang te/’xzﬂlt sifatnya, melainkan suatu penehtian awal dan membuka
kemungkinan bagi mereka yang berminat di bidang filsafat moral untuk terus
mengembangkannya.

Disamping itu, manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai
sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat mempertimbangkan segi-

segi etika dalam pengelolaan bhingkungan hidup. Bagi individu atau



masyarakat, penelitian ini juga bermanfaat agar orang dapat memahami setiap

perilakunya terhadap lingkungan hidup, bagaimana 1a harus bersikap, apakah
moralitasnya.

Pada akhirnya penelitian ini juga dibarapkan bermanfaat bagi setiap
O.rganisasii Lingkungan Hidup (Orling) atan LSM-LSM bidang lingkungan
agar mereka pun berpartisipast dalam mensosialisasikan etika hingkungan
hidup kepada masyarakat luas. Juga tidak kalah pentingnya ialah bagt para

penegak hukum dan para peoanggung jawab usaha atau kegiatan yang

< P

membawa dampak langsung bagi lingkungan hidup. Mereka diharapkan tahu

tentang keutamaan dan kewajiban-kewajiban normatif vang mesti dimiliki dan

diwujudnyatakan.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian 1m adalah penelitian dasar (basic research) berkenaan
dengan pengembangan teori etika, kh‘;isusnya etika lingkungan hidup. Karena
bidang  vang ditelift adalah filsafat, maka sifat penelitian ini mengikuti sifat
penelitian filsafat, antara lain, vaitu kritis berupa analisa pendapat dan
skolustik (sintesis-deduktif), vaitu bertitik tolak dari defiaisi atau prinsip-
prinsip yang jelas dengan sendirinya, ditarik kesimpulan-kesimpulan (Anton

1984:

.l...

Baker Fo- A

k)

Dalam penelitian tentang konsep atau pendapat-pendapat dikemukakan

banyak pendapat filsuf (dalam hal inl mereka yang menckuni filsafat) untuk
menemukan kedudukan kensep atav pendapat itu dalam filsafat. Dalam hal in

vang dimaksud adalah konsep atau pendapat-pendapat tentang etika,

Linokn Apnr
tka lingkungan hidup.

=

kemudian diketahut ety
engan mengikutl pendapat atau pikiran-pikiran filsuf-filsuf itu su

dengan sendirinya terjamin obiek formal filosofis. Dalam pikiran mereka

sudah- termuat semua unsur metodis umum sepertl berlaku bagi pemikiran

filosofis, termasuk metode komparasi, vaitu membandingkan pandangan-

pandangan para filsuf (Anton Baker, 1990: 85). Berkaitan dengan soal etika,
maka dikemukakan pandangan-pandangan tentang konsep etika.
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pertama-tama dicarn

segala buku yang ada mengenai tokoh dan topik yang bersangkutan. Dimulai

dari karya tokoh-tokoh itu pribadi (pustaka primer), dan dengan monografi
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serta karangan khusus tentang tokoh dan filsafatnya (prsivka sekunder).
Kemudian dicari dalam buku-buku umum; seperti sejarah filsafat, kamus
titsafat dan ensiklopedi serta pengantar-pengantar filsafat etika. Adapun buku-
buku vans dijadikan bahan penelitian terdini atas:

a). buku-buku yang memuat uraian tentang Etika Keutamaan dan. Eﬁka

Kewajiban beserta tokohnya.

b). buku-buku mengenai etika pada umumnya atau buku-buku tentang
¢). buku-buku tentang filsafat pada umumnya, sejarah filsafat atau kamus

d). Majalah-majalah fiisafat
¢). Surat kabar. Dalam hal ini adalah artikel penulis senditi yang permnah

T 0 o, M PR 3. 1.1 Qyiava | [ o
diterbitkan di Hanan Suara Pembaruan.

t dengan judul bahwa penelitian ini tentang perbandingan Gtika

aspek-aspek penting metodologis sebagai berikut:
a. Enterpretasi
Masing-masing pandangan atau visi yang dibandingkan dipahami
menurut warna dan keunikannya sendiri-sendini. Tetapi dari awal diberi
tekanan pada segi-segi yang relevan bagi tema yang dikomparasikan.
b. Induksi dan deduksi

Dalam suatu analisis yang teliti diselidiki arti semua konsep dalam

pandangan-pandangan yang bersangkutan dan dibentuk suatu sintesis
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pemikiran itu yang meliputi semua unsur itu secara seimbang (induksi).

Sebaliknya juga pemahaman sintesis yang telah diperoleh dipergunakan

(deduksi).D1 simi penulis juga turut terlibet. Dan dalam keterlibatan ity
penulis berusaha untuk turut memikirkan dan melihat pandangan itu
tanpa kehilangan objektivitasnya.

Daiam rangka komparasi antara pandangan-pandangain itu secara khusus
diperhaiixan detail-detall yang berhubungan dengan tema atau pokok
masalah. Hal itu sangat penting dalam pembentukan sintesis {(induksi),

tetapi juga mendapat artinya yang spesial oleh karena kedudukannya

Idealisasi
Masing-masing pandangan atau pendapat dicoba dipabami menurut
dinamika dan inti vang semurni mungkin. Di satu pithak hanva dalam

kemurnian itu mereka dapat dibandingkan secara

ujur, dan di pihak lain

usteru perbandingannya dengan lebih tepat akan memperlihatkan
orientasi sebenarnya dari masing-masing pandangan.
Komparasi

ang dimaksud dengan komparasi disint adalah komparasi simetris.
Artinya perbandingan dibuat  setelah masing-masing pandangan
diuratkan selengkap mungkin. Dalam penelitian ini masing-masing
tentang etika jenis atau sifat-sifatnya dicoba untuk disajikan terlebih
dahulu kemudian diadakan perbandingan. Dalam perbandingan itu, ada

juga unsur usimefris-nya, yaitu perbandingan dibuat  dengan
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€.

menguraikan terlebih dahulu pandangan oertama secara Icagkap.
Kemudian, sambil memberikan deskripsi tentang pandangan kedua,
langsung dibuat perbandingan dengan yang pertama.

Heuristika

Berdasarkan perbandingan antara beberapa pandangan tentang etika,
dapat muncul suatu pemahaman baru tentang etika lingkungan hidup,
entah inenyangkut seluruh orientasi filsafat tokoh tertentu, atau

ANz es oo ol At b rroes
mengenai saian satu bd;"iau

(27

aja.

Deskripsi

Pemikiran masing-masing fiisuf tentang etika atau moral diuraikan
sebagaimana adanya. Kekurang-lengkapan semua pandangan atau
pemikiran tokoh-tokoh filsafat itu hanya Kkarena keterbatasan yang

dimiliki penulis. Namun itu tidak mengurangi hal pokok dalam

dalam

pandangan mereka tetap dapat disajikan secara jernih dan tepat.



BABYV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika

Kata “etika” berasal dar bahasa Yunani “ethos” vang mempunyai
beberapa arti - tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan,
adat, aklak watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Disamping itu, kata ethos
ini (dalam bentuk jamak /.. efha) berarti adat kebiasaan (K. Bertens, 2000 - 4).

Berdasarkan “tempat asalnya,” etika ini berakar dan filsafat Yunani (+
tahun 490-an Sebelum Masehi ©leh para mund Phytagoras). Dapat dikatakan
bahwa pada saat itu etika tidak berurusan dengan hal-hal fisik, melainkan
at rohani, berkaitan dengan aspek spiritualitas manusia
(Magnis- Suseno, 1997 : ). Maka dalam filsafat Yunani puia etika in1 adaleh
)

semacam studi tentang kebiasaan-keblasaan manusia (Customs), ide-ide

1
H

tentang yang baik dan bentuk pada manusia (A. Fagothey, 1953 : 18,36).

Dalam perkembangannya, ctika diartika
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benar dan salah dalam tingkah laku manusia {ada juga yang menyatakan
tentang “baik dan buruk™-nya perilaku manusia). Dalam hal ini perilaku
manusia dijadikan semacam objek materil penelitian etika dengan
kebenaran/keharusan dan kesalahan sebagal objek formilnya. Jika demikian,
maka penelitian tentang etika ini berdasarkan pola pikir dedukrif. Artinya, ada

semacam penilaian “subjektif,” konseptuil terhadap pernlaku nil manusia

berdasarkan pada prinsip-prinsip moral tertentu.
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Meskipun dalam: konteks iimiah, etika danikﬁnéebagai suatu “studi”
namun pengertian etka tidak terbatas pada ilmu saja. Ada beberapa
pengertian etika yang dapat dijumpai dalam berbagar arti sebagai berikut (K.
Bertens, /bid.,: 6-12).

Pertumu, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang
menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur
fingkah lakunya. Dart pengertian ini dapat dikatakan bahwa etika adaiah
“sistern nilal” (menyangkut nilai-nilal) yang dianut baik oleh individu maupun
oleh masyarakat (nilai sosial). Disamping itu, dar1 pengertian itu jumlah etika

[ —

sama’ Geng; teniu yang dipegang, vang

liiadikan pedoman berperitaku.

Epidares  aatiloa Siieea i Toimncmssdmen  acan atos; tsilos el Minioaae
ACLUH, Cuna juEd uc‘,xau AUllipgulgll asay> alau  lilidl Hvuiai. 1/aldlll

Lonteks ini, etika adalah semacam “kode etik.’
profesi-profest tertentu (misalnya profest advokat). Ada prinsip-prinsip etis
tertentu yang mesti dipegang oleh para advokat itu.

Ketiga, scbagal suatu timu ctika adaiab ilmu tentang vang baik atau
buruk. Asas-asas dan nilai-nilai tentang vang dianggap baik dan buruk yang
.diierin-.a dalam suatu penelitian sistematis dan metodis. Dengan kata lain,
sebagai suatu ilmu etika adaiah filsafat tentang ajaran moral.

1. Moral

Sebuah istilah vang sering dipergunakan dan bahkan sering disamakan
dengan etika adalah moral. Moral secara prinsipil berbeda dengan etika.
Mora! adalah “Keseluruhan aturan, kaedah atau hukum yang berbentuk

perintah dan larangan (H.De Vos, 1987 : 1,3). Dengan demikian, maka



sebenarnya dalam arti tertentu moral menjadi sama dengan hukum yang berisi
perintah dan 1ara1_1gan. Dilan piha_k moral berusalia menjawab pertanyaan
“bagaimana orang harus Eidup, apa- vang boleh,tidak boleh wajib, tidak wajib
lilakukan atau diperbuat manusia (Magnis-Suseno, 1991:10). Sebaliknva
ctika ".«érﬁrir Scm dengan bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa
dijawab.Maka etika disini menjadi fisafat tentang ajaran moral.

2. Moralitas

Salah satu bagian dan etika adelah moralitas. Dalam Webster's Desk
Dictionary (1983) moralitas (morality) diartikan sebagai Confornity (o the
rules of right or wrong conduct atau moral quality or conduct. Berdasarkan
pengertian ini, maka moralitas adalah semacam penyesuaian terhadap aturan
tentang benar dan salahnya perilaku. Atau bisa juga disebut kualitas perilaku
atau tincdakan manusia.

Biia etika adalah “filsafat tentang ajaran moral™ atau kajian akademis
terhadap prinsip-prinsip moral, sementara moral adalah “ketentuan-ketentuan”
pertlaku, atau prinsip-prinsip tindakan yang harus diikuti, maka moralitas
berkaitan dengan kualitas atau mutu perilaku manusia. Dalam kajian tentang

moralitas, dikenal adanya beberapa sifat moralitas, misalnya saja moralitas

latar belakang hidup (scosial-budaya) dan stabilitas emosi dari subjek.
Berkaitan dengan bidang lingkungan hidup misalnya,maka kualitas tindakan
seseorang atau kelompok orang terhadap lingkungan hidup (perawatan,

pelestarian atau bahkan perusakan / pencemaran) sangat tergantung pada
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pemahaman / pengetahuan mereka terhadap iingkungan hidup, latar belakang
dan stabilitas emosi (bagaimana reaksi atau sifat-sifat “kepribadian” mereka)
dalam berinteraksi dengan iingkungan hidupnya.

D1 lain pihak moralitas ekstninsik berbicara tentang kualitas tindakan
manusia vang dinilai berdasarkan pada konformitas terhadap perintah dan
larangan vang ada dalam hukum positif. Artinya, benar dan salah, baik dan
buruknya suatu periiaku dilihat dari ketaatan terhadap ketentuan hukum
positif Maka dalam hal ini hukum posittf menjadi patokan atau “ukuran
morai’ perilaku. Penetapan atau pemantapan substansi hukum positif menjadi
amat penting dalam moralitas ekstrinsik ini. Namun vang menjadi masalah
dalam moralitas ekstrinsik ini adalah bahwa karena hukum positif mengatur

perbuatan lahir manusia (fidak mengatur suasana batin) maka timbul kesulitan

untuk men moral yang sesungguhnya dart manusia..Sebab

moralitas tidak hanya menyangkut perbuatan. lahir saja, melainkan berkaitan

rat dengan seiuruh kepribadian manusia beserta motivasi-motivasi tindakan

¢

vang dilakukan. Bisa saja terjadi bahwa ketaatan terhadap hukum positif
bukan karena kesadaran moral meiainkan misainya karena rasa takut dihukuin
atau sekedar ingin mendapat pujian dan penghargaan.

Sama halnya juga dalam bidang lingkungan hidup. Kualitas tindakan
moral térhada.p lingkungan dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan
lingkungan hidup. Orang mengikuti ketentuan hukum hanya karena desakan
kewajiban hukum semata-mata dan dalam konteks penegakan hukum (/aw

enforcement ). Moralitas ini pun lalu bersifat relatif. Baik-buruknya peritaku

-

atau benar dan salahnya tindakan tergantung pada apa yang dikatakan bena



dan salch, baik dan buruk dalam hukum positif. Hal ini juga berarti kualitas
moral (moralitas ekstrinsik) bisa berubah-ubah menurut perubahan hukum

‘atau juga ketidakberiakuan hukum) positit yang memang selalu berubah-

B. Pembugian Etika

Dar berbagai literatur, etika dapat dibagi berdasarkan periode, vaitu
etika kiasik dan modern. Yang dapat disebut etika klasik adalah etika
keutamaan Aristoteles { Bernard Williams, 1985: 1) dan etika kewajiban
Immanuel Kant (1. Kant /T. Valentiner, 1965: 34).

T

Etika keutamaan adalah teori etika vang berpendapat bahwa filsafat
moral iidak berurusan dengan benar dan salahnya tindakan manusia menurut
NGTMA-noima afau prinsip-prinstp moral tertentu, melainkan dengan baik dun
buruknya prilaku ateu watak manasia (Bemard Williams, 7/6id.)). Etika ini
ebih menekankan pada keunggulan kualitas peniaku dan”mutu manusia”.
Tersedia dan tidaknya prigip-prinsip moral tertentu dalam masyarakat tidak
menjadi perhatian utama dari etika ini. Yang terpenting adalah faktor manusia
dan kepribadig%a. Artinya manusialah yang menjadi tolak ukur untuk
inenentu&an moralitas perilaku dan tindakan, menurut Aristoteles (1978: 8)
manusia mesti mengenal tujuan hidupnya, mencart kebahagiaan atau
keutamaan melaiui pengenalan akan hal-hal yang baik melaiui kegiatan akai
budinya.

Sementara itu etika kewajiban berbeda dari etika keutamaan. Etika

kewajiban - atau disebut juga etika peraturan adalah suatu teori etika yang

berpendapat bahwa baik-buruk, benar dan salahnya tindakan diukur dari
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sesuai tidaknya tindakan itu dengan prinsip-prinsip moral yang wajib dipatuhi
tanpa syarat. Menurut 1. Kant penyesuaian tindakan terhadap prinsi-prinsip
moral bersitat /mperatif Kategoris atau bersifat “keharusan” (L
1991). Menurut 1. Sudarmimia (1991:163), etika kewajiban menekankan pada

prinsip-nrinsip moral atau pengenalan pada prinsip-prinsip moral, bukan p

'»
[l

h
©

utu atau kualitas manusia.
Selanjutnya yang dapat dikatakan sebagai pembagian etika modern
adalah etika deskriptif, normatif dan metaetika ( K. Bertens, ufna , hal :15-22).
Etika deskriptif adalah etika yang mempelajari moralitas sebagaimana adanya
dalam individu, kebudayaan tertentu, dalam suatu sejarah dan sebagainya.
Dengan kata lain, etika deskriptit ini mempelajan sey

‘enomena-fenomena kesusiiaan, Y ang khas darnt etika 11 adalah bahwa etika

memberikan
penilaicn. Misalnya kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar hutan
atau sistem perladangan berpindah pada masyarakat tertentu vang merusak
lingkungan, hanya dilukiskan saja oleh etika in1 tanpa memberikan penilaian
apakah tindakan semacam 1‘1 perlu diterima ataukah harus ditolak.

Walaupun etiké deskﬁptif tidak memberikan penilaian moral, (baik
buruk, benar dan satahnva tindakan), etika ini tetap penting dalam arti
membernikan kontribust pengetahuan alau pemahaman mengenai penlaku-
erilaku tertentu manusia dalam suatu masyarakat. Studi-studi tentang latar-
belakang historis, sosiologis dan kultural masyarakat vang melahirkan

erilaku-peritaku tertentu membawa orang kepada pemahaman dan nenilaian
p P 2 e

(berdasarkan etika normatif) tentang mengapa suatu tindakan perlu dilakukan,



dianggap baik, benar dan juga mengapa tidak boleh dilakukan, dianggap
buruk, jahat dan sebagainya. -

Kemudian etika normatif adalah bagian yang terpenting dari etika dan

pembahasan-pembahasan moral dewasa 1. Tidak seperti etika deskriptif
yang bersifat melukiskan saja, etika normatif ini justeru memberikan penilaian

tentang perilaku manusia. fa tidak lagi hanya melukiskan kebiasaan membakar
hutan atau sistem perladangan berpindah pada masyarakat tertentu, melainkan
12 pun sekaligus menolak kebiasaan itu karena bertentangan dengan prinsip-
prinsip pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan. Peniiaian yang dibuat
oleh etika ini berdasarkan pada norma-norma. Misalnyva “lestarikanlah fungsi

lingkungan™ sebagat salah satu contoh norma. Dengan demikian, maka etika

st

normatif im tidak bersifat desknptif melainkan preskniptif (memerintahkan),
tidak melukiskan melainkan menertukan penar dan tidaknya tingkah laku atau
anggapan moral.

Etika normatif ini dapat dibagi lagi dalam etika umum dan etika
khusus. Etika umuin membahas beberapa tema seperti apa itu norma etis,
hubungan antar norma satu sama lain, mengapa norma moral mengikat dan
sebagainya. Bisa juga dikatakan bahwa etika umum ini bersifat teoritis: berisi
sejumlah teori tentang (moral. Sebaliknya etika khusus yang dewasa ini
disebut juga “etika terapan ( upplied ethics)’ adalah etika yang berusaha
menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia
vang khusus. Sifat “praktis”nmya membuat etika ini menjadi populer dan

gampang dilaksanakan. Tampaknya etika lingkungan hidup pun adalah “etika

normatif yang Khusus”. Norma lingkungan sebagai patokan diterapkan pada
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perifaku faktual manusia terhadap lingkungan hidup untuk menarik
kesimpulan etis yang bersifat normatif pula.

Dalam batasan tertentu, misainya dalam hal pelaksanaan kewajiban-
kewajibar meoral, ettka normatif ini identik dengan etika kewajiban 1. Kant.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, etika kewajiban 1. Kant lebih

memfokuskan perhatian pada “tersedianya norma atau prinsip-prinsip moral

tindakan dan kewajiban tanpa syarat, tanpa dikaitkan dengan kualitas manusia

1

- untuk mengikuti prinsip-prinsip moral itu”. Moralitas vang muncul di sini pun

adalah moraiitas ekstrinstk. Demikian puia halnya dengan etika normatif yang

justeru dapat memberikan penilaian moral terhadap suatu tindakan setelah

v

tindakan itu dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan norma-norma moral

/al

»J

¢ ada. Baik ectika nonnatf maupun moralitas ckstrinsik sama-sama

e

dianggap sebagai norma moral)

(IQ

berpegans pada norma-porma (atau yang
7

vang telah ada. Karena itu bisa ada penilaian mengenai benar-saiah, baik dan

buruknya suatu tindakan, bermoral atau tidak bermoral.

Secara vyuridis formal pengertian pengelolaan hngkungan hidup
dinyatakan dalam L(D)asa‘l 1 butir 2 UU No.. 23 Tahun 1997 (UUPLH) sebagai
“upaya ferpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi
kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeitharaan,
pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.”

Meskipun dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 dinyatakan “cukup jelas™,
namun tentang pengertian pengeiolaan lingkungan ini perlu dijelaskan

mengingat pengelolaan lingkungan hidup juga berkaitan dengan dimensi etis



perilaku  manusia. Pengelolaan lingkungan hidup disebut sebagai
Kebijaksanaan (wisdom, weisheit, sophia), bukan kebijakan (policy). Dalam
dunia filsafat, kebijaksanaan adalah sesuatu yang senantiasa dicari,
direfleksikan atau dibahas oleh para filsuf, schingga mereka sering disebut
sebagai orang-orang yang mencintal kebijaksanaaq (pizz‘lososphz’a).
Kebijaksanaan yang dimaksud adalah “kepandaian (manusia) menggunakan
akal-budi, pengalaman dan pengetahuan” (KBBI, 1988).

Kebijaksanaan yang dimaksud itu pun pada prinsipnya adalah untuk
hai-hal yang baik, untuk hai-hal yang “bermoral”, bukan untuk hal-hal yang
buruk atau jahat (H. Rhiti, 2007). Kebijaksanaan juga berarti knowledge of
what is true or right coupled with good judgment ( Webster’s Desk
Dictionary, 1990). Maka dalam kebijaksanaan dibutuhkan pengetahuan dan
pertimbangan-pertimbangan yang baik, penggunaan rasio dan rasionalitas.

Dari sudut pandang moralitas, maka suatu tindakan vang bijaksana adalah

tindakan morahitas yang subjektif. Pengetahuan, pengalaman dan rasionalitas

turut menentukan kualitas mora! iindakan. Bahkan rasionalitas ini merupakan

(75}

alah satu unsur penting dalam kebijaksanaan. Maksudnya, rasio merupakan

pusat seluruh pertimbangan (benar-salah, baik dan buruk), pusat kawasan

—~

mencerna kenyataan, Dengan kata lain, rasio dan Keputusan ditautkan oleh

T P B B e rvy

proses bc‘lpikh dan memutusi difi yang ada  inti
kesadaran sang manusia penentu putusan dan penimbang wawasan hidupnya
(Mujt Sutrisno, 1997: 19).

Kebijaksanaan sebagaimana dikemukakan di atas itulah yang mau

ditempatkan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Sebab, mustahil
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kebijaksanaan yang memiliki dimensi etis disalahpahami sebagai
sekedar”kebijakan™ saja (yang bisa saja justeru tidak bijak). Sebagaimana
disebutkan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup terdapat
kebijaksanaaan  perataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan,
pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dengan kata lain, semuanya
1tu dilakukan dalam. kebijaksanaan. Artinya, adanya kepandaian menggunakan
akal-budi (rasio) pengalaman dan pengetahuan dalam menata, memantfaatkan,

mengawasi dan mengendalikan ingkungan hidup.

kelembagaan formal, juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam UUPLH

1

masyarakat diberi kesempatan atau hak untuk berperanserta datam
. ,ﬁ(‘ﬂjﬁl’J denariciam ) Mea cdiprems ;oeky G0 '(’/Q/z‘rm,, //)4)-, /Cw
pengelolaan lingkungan hidup{tidak hanya harus diperhatikan pemerintah . ’Zilc:/u}o
4

melainkan juga menuntut perhatian pemerintah individu dan masyearakat luas.
rinsip tanggung iaway dalam pengelola lingkungan merupakan kewajiban
moral setiap individu Disamping ada hak vang sama setiap orang atas
fingkungan Mmdup vang baik dan sehat, juga ada kewajiban setiap orang untuk
menjaga, merawat atau melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah
dan menanggulangl pencemaran dan kerusakannya (Pasal 5 ayat jo pasal 6
ayat 1 UUJPLH).

Adapun sasaran vyang ingin dicapai dalam pengelolaan hingkungan
hidup menurut Basal 4 UUPLH adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan kesetmbangan antara manusia

dan lingkungan hidup.
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Terwujudnya manusia liidonesia sebagai ir-an lingkungan hidup yang

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.

3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

6. Terlindunginya negara kesatuan RI dan dampak usaha dan / atau
kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan /
atau perusakan lingkungan hdup

Bila sasaran-sasaran pengeiolaan lingkungan hidup tersebut di atas
dicermati maka dapat dikatakan bahwa secara implisit terdapat unsur-unsur

H

moral lingkungan yang perlu dipegang teguh dan diwujudkan dalam
perilaku  konknt manusia Indonesia.  Keselarasan, keserasian dan
keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup merupatan tujuan 1deal
dan mengandung makna filosofis hakekat eksistensi. Dalam eksistensialisme
disebutkan bahwa tidak hanya ada kesadaran bahwa manusia men-dunta (irn
der Welt Sein) melamnkan juga ada kesadaran bahwa dalam men-dunia itu
manusia mengadakan relasi dengan dunia yang berada pada dirinya sendiri
(A. Baker, 1995 : 28-29). Tentu membangun relasi vang benar ialah tidak
dengan jalan merusak atau mencemari dunia (baca : lingkungan hidup)
tempat manusia bereksistensi, melainkan dengan _memeli/'zara. Martin
Heideger dalam Sein wnd Zeit mengatakan bahwa pemeliharaan (sorge)

merupakan suatu sifat hakiki seluruh eksistensi manusia sedemikian rupa,

sehingga sifat ini menyatukan seluruh unsur hidup (Huijbers, 1986 : 31).
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Maka mendunia adaiah memelihara, termasuk memelihara atau merawat
dunia vang sudah parah.

Pemeliharaan sebagai bentuk kebijaksanaan hidup yang meiahirkan
keserasian, keseimbangan dan kesclarasan antara manusia dan lingkungan
hidup adalah prinsip morai yang apabila dipegang teguh akan mewujudkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ini pun merupakan sasaran pengeloiaan
lingkungan hidup.

Disamping keselarasan dan keserasian, unsur moral iingkungan hidup
vang lainnya 1alah terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi
masa depan. Sejak munculnya gerakan lingkungan di awal tahun 1960-an,
sudah dibicarakan kepentingan-kepentingan generasi, baik generasi sekarang
maupun generasi vang akan datang. Justeru gerakan lingkungan pada waktu
tu lebih merupakan sebuah gerakan moral (H. Rhiti, Suare Pembaruan, 22
Aprit 2000). Gerakan tersebut kemudian mendapat sambutan serius darl

WCED  (1988) dengan konsep Sustainable development-nya, yaitu
pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan generasi sekarang, melainkan juga generasi-generasi
vang akan datang. Selanjutnya dalam kajian moral sosial, tanggung jawab
kepada generasi yang akan datang merupakan suatu kewajiban moral generasi
sckarang i (Virgimia Held, 1989: 237).

Diasumsikan bahwa bila pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana
diartikan diatas, dilakukan dengan paradigma kebijaksanaan, yang tidak lain

merupakan salah satu prinsip etis perilaku ekologis, maka semua sasaran

pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan akan dapat terwujud.
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Untuk mewujudkannya tidak hanya dibutvhkan berbagai pe: :ngkat keras
sepertl teknologi, kebnjakan ekonomi dan hukum vang semuanva mesti
mengandung keungguian kualitas (Aristoteles: Arete), melainkan juga “hati
nureni”atau moraitias intrisik yang mendorong orang kepada penlaku yang
baik, adil, arif dan bijaksana.
D. Perbandingan etika

Sebelum menentukan apakah sifat etika lingkungan hidup, periu'
dikemukakan terlebih dahuiu tentang moral lingkungan. Sebagaimana
diketahui bahwa moral merupakan “Substansi” dari etika. Tanpa moral etika

tidak dapat mengkaji objeknya (H.Rhiti, Suara Pembaruan 20/5-1997).

yresq

i. Moral Lingkungan

Apakah moral lingkungan hidup 1tu? Sebagaimana dikemukakan

2]
b
o
@,
=
5
3
0

va (tentang perbedaan etika dan moral), moral merupakan “prinsiz-

prinsip tentang apa vang batk, yang boleh, vang wajib dilakukan, yang tidak

merupakan prinsip-prinsip batin, menyangkut kebaikan, dan pelaksanaan

e

ugas-tugas dengan batk (morality of duty) (Lon L. F;ﬂler, 1963 : 32). Yang
disebut ukuran mora! adalah hati nurani dan norma. Hati nurani menyediakan
ukuran yang subjektif, sementara norma menunjuk pada ukuran yang objektif
(umum). Hati nurami memberi tahu kepada manusia mana yang benar, sedang
norma diberikan untuk menunjukkan kepada semua orang mana yang benar
itu (Purwa Hadiwardoyo, 1990: 14-15).

Berdasarkan pada pengertian moral di atas, maka moral lingkungan

adalah prinsip-prinsip atau bahkan ketentuan-ketentuan tentang apa yang baik

2
(98]



yang harus atau wajib dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan
lingkungan hidup, misa‘inya merawat, mengkonservasi, melestarikan dan
mengeioia lingkungan dengan baik. Di samping itu moral lingkungan juga
berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan manusia. Misalnya oranzg
tidak t G‘ieh‘mencema}fi, merusak lingkungan, tidak boleh membuang sampah
atau limbah ke media lingkungan secara sembarangan, tanpa pengelolaan,
juga orang tidak boleh mengeksploitasi sumber-sumber daya aiam secara
berlebih-lebihan, tidak bertanggung jawab dan tanpa kebijaksanaan.

Dari pengertian moral lingkungan itu dapat pula dikatakan bahwa
ukuran moral lingkungan adalah hati nurani dan norma. Norma atau kaedah
di sini adalah patokan, atau ketentuan objektif dan umum yang diberikan
kepada manusia supaya memahami kebaikan atau perbuatan baik di bidang

1

aya berpertlaku sesuai dengan

Timal [ 1 — : i -
iingkungar hidup dan manusia dituntut su

o

kebaikan 11t Dengan demikian maka norma di simt “sama” dengan ketentuan
hukum lingkungan yang objektif dan umum. Di Indonesia norma semacam itu
dapat diuumpai dalam berbagal ketentuan peraturan perundang-undangan di
iingkungan hidup atau yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup, yang berisi perintah dan larangan atau berbagai kewajiban di bidang
lingkungan hidup. Masalah yang timbul adalah apakah norma-norma
hingkungan hidup itu sekaligus merupakan ketentuan moral ingkungan hidup?
Tampaknya sulit untuk mengatakannya demikian. Di Indonesia yang
berpegang pada paradigma positivisme hukum norma lingkungan hidup itu

adalah ketentuan hukum positif dan tidak pernah dikatakan sebagai moral

lingkungan. Dengan kata lain, ada pembedaan yang tegas antara hukum dan
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moral (Sudikno Mertokusumo, 1991: [0-11). Meskipun begitu norma-norma
itu telah memberikan semacam pedoman atau patokan perilaku yang baik bagi
manusia Indonesia di bidang lingkungan hidup. Selain itu pula, dari sudut
pandang ctika kewajiban 1. Kant, boleh dikatakan bahwa pelaksanaan norma-
norma itu dalam perila‘ﬁu konkrit di bidang lingkungan hidup membawa
pencapaian sasaran moralitas demi kewajiban, sebagaimana dimaksudkan L
Kant (H. Rhiti, 1996: 8), meskipun secara teoritis norma-norma lingkungan
hidup itu bukanlah “daftar” prinsip moral imgkungan.

Kemudian hati nurani yang merupakan “sumber otentik” moralitas
perilaku manusia akan mengatakan secara lebih tegas kepada manusia tentang
kebaikan-kebaikan yang harus dikejar. Meskipun ratusan norma di bidang
iingkungan hidup telah ditetapkan, namun tanpa fungsi hati nurani manusia
sendiri, norma-norma ity tidak aken berguna delam mencapai tujuannya. Hati
nurani (dan kesadaran) ini secara jelas atau sayup-sayup memberitahukan
kepada manusia manakah tindakan yang sepantasnya dilakukan. Ada

semacam “bisikan dan dalam” van y

mengatakan sesuatu tentang apa yan

aa
(4104

[}

harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hubungannya dengan norma ialah
bahwa karena hati nurani dapat keliru atau tumpﬁ'i, maka orang tetap perlu
belajar atau mengetahui norma-norma yang secara formal ditetapkan.
Walaupun norma-norma itu pun bisa saja keliru, namun tujuannya untuk
membantu perilaku, dan hati nuram dalam mencari kebaikan moral di bidang
lingkungan hidup (Purwa Hadiwardaya, ibid., hal. 15).

Masih berkaitan dengan moral lingkungan hidup dapatlah juga

dikatakan di sini sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, moral lingkungan
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1

berhubungan dengan kewajiban-kewajiban di bidang iingkungan hidup.
Pemenuhan kewajibamkewaj iban itu menjadi semacam “tolak ukur™ penilaian
moral seseorang di bidang itu. Jika orang (orang perorangan, badan hukum
dan kelompok masyarakat) menjalankan kewajiban memelihara fungsi
lingkungan hidup, men.qolah limbah, membuat AMDAL, mengikuti ketentuan
Baku Mutu Lingkungan (BML) misalnya, maka orang tersebut tidak hanya
telah meiaksanakan norma hukum (secara lahiriah), melainkan tindakannya
itu pun discbut “bermoral”. Sebaliknyx jika ia tidak  menjalankan
kewajibannya dan membawa akibat yang negatit bagi lingkungan hidupnya,
maka bisa saja tindakannya diniiai sebagai immoral. Memang bisa saja orang
enyatakan bahwa tindakan itu adaiah amorai (non-morai atau di luar konteks
moral), yaitu semata-mata merupakan suatu tindakan melanggar hukum.
Namun justcru motivasi di balik tindakan itu secara batiniah adalah tindakan
di iuar pertimbangan hati nurani {morati}.
Kedua, penetapan atau penataan moral lingkungan bertujuan untuk
membiasakan adanya tingkah laku yang baik. Perilaku yang baik dalam
bidang lingkungan hidup membutuhkan juga pengertian atau pengetahuan

akan lingkungan hidup itu sendiri. Artinya, perilaku yang baik terhadap

=
Qg
fay
=
=3
Qo

an hidup tidak timbul hanya karena moral lingkungan (dengan
ukuran hati nurani dan norma) melainkan juga karena pengetahuan dan
pengertian manusia akan lingkungan hidupnya sendiri. Di sini orang mesti
menyadari arti pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupannya, atau bahwa
dia merupakan bagian integral lingkungan hidupnya. Kesadaran ekologis

semacam ini membawa implikasi pada adanya kesadaran manusia untuk
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merawat “habitat” atau lingkungan hidupnya sendiri. Justeru ini merupakan
keungguian manusia atau keutamaan manusia menurut etika keutamaan
Aristoteles. Artinya perilaku yang baik yang ada pada manusia karena mutu
ibadi, kesadaran rasional (akal-budi) pada manusia, dan bukan
ejumiah rumusan moral dan pendiktean dari luar (Aristoteles, 1978,
ibid-). Dengan demikian, maka pengetahuan akan vang baik dan benar
(tentang lingkungan hidup) merupakan faktor penentu atau bahkan syarat
adanya moral iingkungan.

Wiiliam Chang OFM Cap dalam bukunya Moral Lingkungan Hidup
2001) juga berpendapat bahwa moral lingkungan lahir dari kesadaran,
pengetahuan dan pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan
hidupnya. Mengutip pendapat Eugene P. Odum, moral lingkungan

T ANIITIY
AgaloHaket LY

“pertimbangan filosofis dan biologls mengenai hubungan
manusia dengan tempat tinggainyva dan semua makhluk non-manusia. Dalam
masyarakat beradab, moral ini menuntun manusia untuk meninjau kembali

sejumian gagasan yang benar dan salah mengenal tingkah laku manusia

terhadap alam sekitarnya (W. Chang, 2001 : 34). jelas bahwa pengetahuan
manusia akan ii.ngkungan hidupnyva sendiri sangat menentukan moralitas
peritakunya ferhadap lingkungan hidup, disamping pertimbangan-
pertimbangan tentang benar dan salah mengenal apa vang akan dilakukan
terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya dikemukakan juga bahwa moral lingkungan hidup adalah
moral belas kasih. Maksudnya moral lingkungan hidup melahirkan

“sentimen” dan simpati terhadap lingkungan hidup beserta seluruh isinya.
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Peran rasio ?tau akal budi dikesampingkan oieh moral ini, sebagaimana
dikatakan David Hume (171 1'-1776')_yang menolak etika rasionalistik, vaitu
bukan akal-budi yang menyelamatkan lingkungan hidup, melainkan simpati,
perasaan atau sentimen manusia. Dengan kata lain, baik-buruknya perilaku
manusia terbadap lingkungan hidup_'_ lebih ditentukan oleh perasaan. Selain
morai belas kasih, morzl lingkungan hidup merupakan an expansion of every
branch of ethics (pengembangan cabang moral). Di sini setiap bidang etika
kehidupan sosial (termasuk ckonomi) manusia merupakai: “moral lingkungan
hidup”, vyaitu perivasan perhatian terhadap bentuk-bentuk kehidupan.
Akhimnya moral iingkungan hidup merupakan suatu keharusan bertindak.
Artinva moral lingkungan hidup memusatkan usaha dan kegiatannya pada apa
yang scharusnya dilakukan manusia dan sikap yang scharusnya diambil
manusia unfuk meiakukan sesuatu vang berkaitan dengan alam atau dunia

1

bendawi (William Chang
2. Sifat Etika Lingla Hid

Sctelah uratan tentang moral lingkungan hidup tersebut di atas, kim
saatnya untuk membahas sifat etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup
dapat diartikan sebagai “filsafat tentang ajaran moral mengenai lingkungan
hidup™. Boleh juga dikatakan sébagai refleksi sistematis tentang apa vang
disebut sebagai moral lingkungan hidup.

Ciri-ciri etika lingkungan hidup adalah adanya sikap dasar dan
tanggung jawab.

Pertama, sikap dasar yang dituntut adalah menguasai secara

berpartisipasi dan menggunakan sambil memelihara. Menguasai secara
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berpartisipasi berarti manusia tetap menguasai (baca: mengolah) alam dan

menggunakan hingkungan hidup itu. _\)/ang periu berubah secara fundamental

<

adalah cara penguasaan dan pemanfaatannya (Aptik, 1989 :5i, Magnis-

Suseno, 1991: 232). Sikep dasar yang dituntut tersebut sebenammya sudah

s

dicantunkan  dalam OBHN 1999-2004. D1 sana disebutkan bahwa

pengelolaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dilakukan

L7

ecara rasional dan bijaksana. Rasionalitas dan kebijaksanaan merupakan dua
prinsip etis dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Diasumsikan

bahwa jika kedua prinsip etis tersebut dilaksanakan secara konsekuen, maka

tidak akan muncul perilaku egosentrik dalam pengelolaan hingkungan hidup.

n hidup Indonssia berorientasi

pada pemanfaatan, prinsip perlindungan lingkungan, utilitarianisme,

kerugian dan menciptakan keadilan (Bdk. W. Chang, hal. 72-75). Ini semua

dapat disebut etika lingkungan hidup indonesia, bila memang orientasi
pengelolaan lingkungan hidup itu berpegang pada sikap dasar tadi, yaitu homo
dan ekosentrisme vang selaras, serasi dan seimbang dalam pengelolaan
lingkungan hidup.

Kedua, adalah soal tanggung jawab. Dalam etika, tanggung jawab
merupakan sebuah prinsip moral yang selalu menjadi objek kajian. Berkaitan

dengan bidang lingkungan hidup, maka tanggung jawab yang dimaksud ialah

bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak hanya untuk generasi
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ekarang, melainkan juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.
Selain itu, tanggung jawab juga berarti kesediaan untuk menjalankan semua
kewajtban vang teiagh ditentukan dalam norma-norma lingkungan hidup.
Penlaku yang bertanggung jawab ialah perilaku yang tidak mengabaikan
kewajiban moral yang telah ditentukan “hati nurani da"ﬁ norma-norma’’.
a. Etika Deskriptif

Berdasarkan pada pengertian etika deskriptit vang dikemukakan
sebelumnya (X, Bertens, 2001 : 15), munéul pertanyaan apakah et:ka
lingkungan hidup Indonesia adaizh etika deskriptif (etika yang lebih
metukiskan)? Etika deskriptif adalah sebuah etika yang penting. Walaupun
etika ini tidak memberikan penilatan tentang baik-buruk, benar dan salahnya
suatu tndakan yang berkaitan dengan hingkungan hidup, namun dalam
konteks pengeiolaan lingkungan hidup terdapat pula unsur-unsur etika 1ni.
ikakan, bahwa sikap dasar (homo dan ekosentrik) vang
terdapat dalam GBHN, orientast dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup
indonesia dan tanggung jawab adalah gambaran atau deskripsi adanya etika
i, Pelukisan atau gambaran etika itu memang beilum berkaitan dengan
penilaian, sebab penilaian baru dilakukan setelah adanya perwujudan atau
pelaksanaan dari sikap dasar dan tanggung jawab di atas. Dengan kata lain,
orang dapat melukiskan tentang alasan-alasan etis, latar-belakang atau sebab-
ebab mengapa Indonesia memiliki sikap dan tanggung jawab dalam

pengelolaan lingkungan hidup, tanpa memberikan penilaian apakah sikap

dasar dan tangoung jawab itu benar atau salah.
o0 o
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Bagaimana pun diithat dari aspek tujuan penilaian moralitas tindakan
atau perilaku manusia Indonesia terhadap lingkungan hidup, etika deskriptif
tidak dapat diterapkan. Tidak mungkin kebijakan pengelolaan hutan yang

keliru, penghacuran terumbu karang, impor limbah berbahaya dan beracun

B3}, pengotoran udara, pencemaran sungat dan sebagainya didiamkan saja

~

3

tanpa adanya penilaian dari segi moral tentang baik dan buruknya tindakan-

b. Etike Normatif
Dapatlah dikatakan bahwa etika normatif adalah sifat dari etika
lingkungan mdup (berdasarkan pengertian dart K. Bertens, 2001 :17). Tidak

seperti etika deskriptif, etika normatif ini adalah etika vang memberikan

RS

penilaian moral, bahkan bersifat memenntahkan (preskriptif), misalnya

Ftika normatit ind i'nenganaaai(ai:‘. ersedianva nonma-norma fin .g Kun gar
10,3, Q - 3 n o terdatls e . T v a 1fre
niaup. o€ babalma'm sudah dikemukakan terdahulu bahwa NoTma-norma ity

menjadi “tolok ukur” apakah suatu perbuatan dikatakan benar atau salah, atau

apakah suatu perilaku tertentu dalam bidang hingkungan hidup baik ataukah

buruk. Maka etika normatif ini memberikan pentlaian apakah suatu tindakan
yang berkaltan dengan Iingkungan hidup itu merupakan tindakan benar, baik

ukah tidak dan karenanya perlu ditolak.
Dilihat dari aspek tujuan umum pengelolaan lingkungan, vaitu
terawatnya lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan kehidupan

manusia, maka etika ini dapat dipakai sebagai “pedoman analisa perilaku™.
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Disamping itu mengingat degradasi lingkungan hidup dewasa ini tampaknya
semakin menjadi-jadi, kurang adanya penghargaan terhadap nilai-nilai

1

ngan hidup (H. Rhitt, Swra Pembaruan, 27/9-2001), maka etika
normatif yang khusus atau terapan (upplied ethics) dapat menjadi etika
iingkungan hidup Indonesia. Namun karena etika ini “sama” dengan etika
(klasik) kewajiban menurut 1. Kant, maka penerapannye mesti ditkuit dengan

kesadaran bahwa bukan hanyva karena kewajiban moral manusia Indonesia

sangat dibutuhkan dalam menyelamatkan hngkungan hidup, dan k
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orang mesti melaksanakan seluruh kewajibannya, melainkan juga terutama
kesadaran bahwa lingkungan hidup sangat vital, penyangga kehidupan
manusta (life supporting system), yang kelestarian fungsinya tergantung pada
baik-buruknya peniiaku manusia sendiri. Dengan demikian sebenarnya dapat
juga dikatakan bahwa penerapan etika normalif yang khusus ini mesi
bersumber juga dari kewtamaan (arete) manusia Indonesic (Etika Kutamaan
Aristoteles) vang memiliki keunggulan perilaku, keluhuran watak dan kualitas
budi pekerti, sehingga perilakunya terhadap lingkungan hidup senantiasa

merupakan perilaku yang baik. Jadi berubah-ubahnya norma lingkungan,

erubahan pendekatan manusia terhadap lingkungan hidupnya, kekeliruan
norma atau bahkan tidak tersedianya norma-norma lingkungan sekalipun
keutamaan manusia indonesia tetap tidak berubah, karena mereka “senantiasa
mengenal tentang apa yang baik dan bahagia bagi tujuan hidupnya”
(Aristoteles, 1978 : 20). Ditegaskan lagi, bahwa dari sudut pandang etika,
maka keutamaan harus menjadi sumber otentik pelaksanaan kewajiban moral

normatif yang bersifat khusus itu. Tanpa keutamaan, sebaik atau sebagus



apapun norma-norma moral lingkungan, dari mana pun himbauan atau
perintah melaksanakan kewajiban iingkungan, tetap menimbuikan kesufitan
pada bagaimana menata (compliance) moralitas manusia [ndonesia
c. Etika Keutamaan dan Etika Kewajiban

Sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu, bahwa secara kiasik ada

dua macam etika, vaitu etika keutamaan dan etika kewajiban. Sebanarnva

sada jenis etika, Maksudnya, manakah sifat yang lebih baik secara moral,
keutamaan ataukah kewaiiban, ataukah kedua-duanya? Dari sini bisa timbul

perdebatan panjang-lebar tentang garis batas antara keutamaan dan kewajiban.

Bila orang melakukan semacamretfleksi, maka bisa saja orang sampai pada

pendapat bahwa “dan seg moral, keutamaan dan kewayiban saling mengambil

bagian satu sama lain”. Misalnya apabila orang melaksanakan semuz
kewajibannya di bidang lingkungan hidup (kewajiban sebagaimana ada daiam

keutamaan, keluhuran watak dan kualitas bud: pekerti yang baik. Tetapi bisa
sebaliknya dikatakan bahwa justeru orang tersebut melakukannya hanya
karena sesuai kewajibannya (yang ditetapkan dalam norma moral
i), punya imotivasi atau menggantungkan kebaikan perilakunya pada
syarat-syarat tertentu, bukan karena memilik: keutamaan. Dengan demikian,
yang terakhir ini “tetap tidak bermoral” menurut etika kewajiban Imman

Kant. Misalnya saja orang tidak menceman sungai atau merusak /membakar

hutan yang jauh dari pengawasan (sebenarnya bisa saja dilakukannya) hanya

karena sesual kewajiban moralnya untuk menjaga, melestarikan fungsi



lingkungan hidup, atau karena sesuai deagan larangan yan. terdapat dalam
undang-undang. Apakah orang ini mempunyai keutamaan?

Menurut Etika Keutamaan Aristoteles, orang itu memiliki keutamaan,
sejauh dia sadar, kenal dan memiliki akal-budi yang pada akhirnya membuat
dia menjadi bahagia (eudaimonia), bahwa sungai dan hutan iﬁl adalah
komponen iingkungan hidup yang secara alamiah dan kodrati menjadi
“lebenswelt”-nya manusia. Sebaliknya dia tidak mempunyai keutamaan,
apabila dia tidak sadar, tidak kenal tentang arti pentingnya sungai dan hutan
itu dan dia tidak berbuat apa pun terhadap komponen lingkungan hidup itu.
Atau kalau dia tidak mencemari sungai dan membakar hutan tersebut hanya

karena takut dipenjara. Di satu pthak dia tidak menvalahi aturan moral, namun

di pihak lain secara filosofis (dar sudut pandang etika) tindakannya 1tu tidak

Demikian pula menurut Immanuel Kant. Tindakan orang itu tadi, fidak
mempunyai nilai moral karena perbuatan itu dilakukannya .S‘esual."dengaﬁ
kewajibannya saja, yang pada dasarnya bersifat egois, melawan prinsip
imperatif kaiegoris, sebab tindakan itu bisa saja dilakukan karena ketakutan,
atau ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan pemerintah. Sebaliknya
disebut “bermoral” menurut . Kant, apabila tindakan orang tersebut dilakukan
demi kewajibannya semata-mata tanpa dikaitkan dengan motivasi atau syarat-
syarat tertentu. Kesulitan yang bisa timbul sehubungan dengan etika ini bagi
indonesia ialah sulitnya membedakan antara demi kewajiban dan sesuai

kewajiban (H. Rhiti, Suara Pembaruan, 20/5-1997).
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Meskipun demi "ewajiban lebih bermoral menurut .Kant, namun

apabila orang melaksanakan sesuai kewajibannya dibidang

1

iingkungan hidup, tidak dapat dikatakan sebagai “tidak bermoral”.

Melaksanakan, pelestarian, perawatan, pengawetan, konservasi,

atau usaha-usaha untuk menperbaiki kualitas lingkungan hidup

1

adalah kewajiban moral manusia indonesia. Apabiia kondisi ruil-
ogis atau “keberadaan ontologis” lingkungan hidup

sesual yang diharapkan seluruh manusia Indonesia (sepert: :uga

yang terdapat dalam norma-norma lingkungan hidup), maka dapat

dikatakan bahwa “peniaku indonesia terhadap bidang lingkungan
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hal ini bila tujuan itu tercapai, tidak perlu dipersoalkan lagi apakah
itu melalui suatu proses penlaku demi atau sesuai dengan
kewajiban. Namun pada tataran pembahasan tentang kualitas atau
keunggulan pnibadi (ke-diri-an) manusia Indonesia dibidang
lingkungan hidup bisa saja moralitas kewajiban itu diupayakan
menjadi moralitas aspirasi (morality of aspiration) (Lon L. Fuller,
AT

196 8) yang isinya antara lain adalah etika keutamaan versi

(W8]
—

Anstoteles.
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Kesulitan lain yang timbul berkenaan dengan pembedaan -ntara
demi dan sesual kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidy;
ialah bahwa secara formal pemerintah Indonesia menciptakan
mekanisme hadiah atau penghargaan bagi mereka yang berjasa
atau berhasi! dalam bidang pengelolaan lingky r1gan hidup. Ini
merupakan insentif atau rangsangan bagi setiap orang untuk

beriomba melestarikan fungsi lingkungan

1

13 e,
Niaup gcara poiits

[ 721
Hau,

r

tampaknya pemerintah melihat di satu sist kualitas lingkungan

telah turun (degradasi ekologis) dan disisi lain periu menciptaka

o3

mekanisme atau semacam “strategi-~ merubah perilaku. Bila oran

o

U

1 g 8
nadiah,

kemudian berlomba-lomba berprestasi agar dapat merath

penghargaan atau insentif 1tu, maka tujuan pada lingkungan hidup

an sich dapat tercapai.Tetapi dari aspek moral timbul masalah

moralitas itu juga menyangkut motivasi “dari dalam” maka

perbuatan demi atau supayva mendapatkan had.iaAh itu kurang
memiliki nilai moral atau tidak memiliki moralitas intrinsik.
Sebaliknya perbuatan itu bisa dikatakan sebagai bermoral juga
karena secara fisik baik, legal dan sesuwai dengan ketetapan
pemerintah (norma birokratis).

Selanjutnya apabila kedua etika tersebut diatas (etika keutamaan dan

etika kewajiban) dibandingkan, terutama apakah etika dalam pengelolaan
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1gku““an

berikut:

hidup Indonesia, maka secara singkat dapat dikemukakan sebagal
ttika keutamaan lebih menekankan mutu pribadi manusia. Secara
filosofis, keutamaan ini berkaitan dengan tujuan hidup manusia
yaitu kebaikan dan_i;é' hagiaan. Artinya manusia mesti mengenai
dengan akal budi (rasio) nva tentang hal-hal vang balk dan
bermantaat dan determinisme hukum alam. Dengan demikian
manusia sendin dapat menentukan sendin perilakunya, ia tahu
mana yang baik dan mana yang buruk tanpa periu adanya

3

“pendiktean normatif” dari luar, atau tanpa tersedianva norma-
norma pengatur perilaku.  Dari segi penctapan etika bagi

pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, etika i sangat ideal atau

i 1 inQter: iniiah ya haik h 1 fiiii:
-.6-.&!;)1 ghSL\.uu. inian \/Lilg ferpailk oagl Lu;haﬂ

: talcanal eatwaiil T iain Al
f1any meiaksanakan gKewajpan moraimnvg, maiankan @ anu

mengapa {(alasan-alasan) 1a harus bermoral. Hanya saja etika i

N

ke ireiamal iafah ol 3
juga ouran tanpa Keiemahan. V;ymaua*m)a talan suilt gan

abstraknya mengetahui keutamaan dasar beSerta ukuran-
ukurannya. Sebab dalam prakteknya keutamaan int bukanlah
sesuatu yang diam, melainkan semacam sistem perilaku yang
bergerak. Artinya, ia justeru baru dapat diketahui apabila ada
perilaku konkrit, riil, dan itu bisa saja sekedar keharusan terpaksa

melaksanakan kewajiban, dari pada sebuah keutamaan. Kelemahan

lainnya ialah ketidakpastian keutamaan manusia karena berbagai
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faktor sererti adanya perubahan jaman, pandangan atau
pendekatan manusia terhadap 11*10kunga*1 hidup. Maka tanpa
adanya norma-norina pembantu perilaku, agak sulit mengharapkan
keutamaan murm manusia itu. Sebaliknya, etika kewajiban tidak
memfokuskan perhatian pada muty manusia, atau karakter macam
apakah manusia itu, melainkan pada benar dan salahnva perilaku
conkrit menentukan mutu
{(baca: keutamaan) manusia. Tidak seperti etika keutamaan yang
memulainya dan idealitas manusia, etika kewajiban bertolak darni
kenyataan praktis, empirik perilaku manusia sendiri. Dan ini
beraril tersedianya, atau ditetapkannya prinsip-prinsip atau norma

moral (mis; bidang lingkungan hidup) menjadi faktor penting

inias Liea g o M aa ity N
dalam etika . Mormz-norima moral int membaniu manusia

VAT o~ & ~ 3 Tl 9N R - o .
mengenal mana vang benar dan salah, atau mana yang baik atau
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buruk. Immanuel Kant mengatakan bahwa rastonalitas
kewajiban mi terletak pada praktische vermunfi (rasio praktis).

Sebagaimana hukum, moral atau pengenaian akan hal-hal yang

p=4

i 4

berguna bagi perilaku konkrit manusia berada pada rasio praktis
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rasto prakiis ini rupanva juga tergantung dari
penetapan sesuatu yang berada di iuar dini manusia (L. Tjahjadi,
1991: 38, 45-64). Dalam bidang lingkungan hidup etika kewajiban
dewasa ini merupakan sebuah sarana vang dibutuhkan agar sedapat
dan sepraktis mungkin setiap perilaku dalam berinteraksi dengan

lingkungan hidup adalah peniaku yang bermoral. Artinya, menurut
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immanuel Kant, yang terpenting acalah pelaksanaan semua
kewajiban yang telah ditetapkan. Moralitas manusia di bidang
iingkungan hidup akan tercapai apabila orang menaati norma-
norma 1tu bukan lantaran hal itu membawa akibat yang

men unthngx\an atau lantaran takut pada mereka yang mene tphan

kewajiban-kewajiban itu, melainkan karena norma-norma itu

.

merupakan kewajiban manusia (bdk. L. Tjahjadi, 1991 © 47).

U

engan demikian, maka etika kewajiban ini bersifat normatif dan

terapan praktis pada bidang-bidang yang berkaitan dengan

fingkungan hidup. Etka ini juga punva kelemahan, vaitu
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ketergantungan mutlak manusia pada prinsip-prinsip at:

norma moral. lanpg norma-norma 1y p1sa saja fidak ada lag

3 o
9k&ul a-.?u.; \..l 9 KSanaxain. &

diperhitungkan juga kemungkinan adanya kekeliruan pada hukum,

atau norma-norma moral vang ada. Sebab, moralitas vang baik

iAdal henark A alal e . hoerits

tidak mungkin membenarkan dan melaksanakan begitu saja
3

sesuatu yang keliru atas nama demi kewaliban semata-mata. Maka

peiaksanaan kewajiban mengandaikan pula “keutamaan”

Dapa! dikatakan bahwa etika keutamaan buka’ etika deskriptif atau
bersifat deskriptif. Etika keutamaan berkaitan juga dengan
penilaian  baik-buruknya perilaku manusia, terutama di bidang
fingkungan hidup. Sementara itu etika deskriptif tidak berusaha

memberikan penilaian tentang baik-buruknya suatu perilaku, atau
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diterima dan tidaknya suatu perbuatan. Sebaliknya etika I >wajiban

pun bukan etika deskriptif. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa

¢]

tika kcwajiban adalah etika yang bersifat normatif atau etika
normat:f. Berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, maka etika
kewajiban ini adalah etika normatif yang bersifat khusus yang
diterapkan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.
keutamaan memiliki nilai filosofis yang dalam karena ia
mengandatkan adanya refleksi sistematis manusia tentang ke-
kodrat-annya, tujuan hidup dan kebahagiaan “spiritual” yang harus
dicapai. Manusia mesti merenungkan tentang dirinya sendir,

nsendensi dirinya serta kesatuannya dengan alam
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norma-norma moral dan orang mempunyal Kewajiban untuk

melaksanakannya.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulai

Berdasarkan yerﬂasal i" 1 tentang apakah sifat etika lingkungan hidup
{ndonesia dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat ditarik
kesimpuian bahwa etika lingkungan hidup Indonesia adalah etika kewajiban
yang bersifat normatif dan khusus. Namun sebagaimana dikemukakan pada
uraian-uraian di bagian pembahasan, etika kewajiban normatif khusus ini

ditunjang dengan etika keutamaan. Artinya pelaksanaan kewajiban-kewajiban

1, 1

moral di bidang lingkungan hidup ttu bukan karena prinsip-prinsip moral
semate-mata, melainkan juga karena keutamaan atau mutu pribadi manusia
Indonesia. Norma lingkungan hidup Indonesia mendeskripsikan adanya sikap

dasar dan tanggung ja

rwab manusia lndonesia terhadap lingkungan hidupaya.

Kewajtban moral menuntut pelaksanaan sikap dasar dan tanggung jawab itu.

)

o
Gr

i

1. Periu adanya studi vang lebih komprehensif tentang etika lingkungan
hidup terutama di Perguruan-perguruan Tinggi.

2. Orang mesti lebih mengutamakan pengertian dan pemahaman-

pemahaman mengenal aspek pribadi dan penlaku dinnya sendini, dan
nilai-nilai  substansiai ekologis lingkungan hidup dari pada

melaksanakan secara buta semua kewajibannya tanpa mengetahui

hakekat perilakunya sendirt.
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